I

WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 042-401.109/ 2! /2017
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

1 3. babwa hak untuk mempercieh Informasi merupakan prasyarat

yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang balk, terbuka dan akuntabel ;

bahwa dengan telah ditstapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota Madiun
Nomor @ 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentast dl Ungkungan Pemerintah
Kota Madiun dipandang sudah tidak sesual dengan ketentuan
persturan perundang-undangan sehingga peru digant! ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hunsf b serta agar pangelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun dapat berjaian dengan lancar, tertid, berdaya guna dan
berhasll guna, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun
tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasl dan
Dokumentasl di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;



Menetapkan

PERTAMA

tL
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publk ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Deerah sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan

" Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasl dan Dokumentas!
Kementerian Dalam Negerl dan Pemerintahan Daerah ;
Peraturan Komisl Informasl Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publlk ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik ;

Peraturan Daerah Kota Madlun Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

: Membentuk Pengelols Layanan Informasi dan Dokumentasi dan
Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasl di
Ungkungan Pemerintah Kota Madiun dengan Struktur Organisasi dan
Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
dan Lampiran I Keputusan inl.,

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagalmana
dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dibentuk untuk mendukung
kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama yang dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu.
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KETIGA 1 Pejahat Pengelola Infarmast dan Dokumentasi Utama sebagaimana
dimaksud pada Diktum "KEDUA™ mempunyal tugas :

a.

m,

menyusun  dan  mefaksanakan kebifakan Informast  dan
dokumentas: |

menyusun laporan  pelaksanaan kebijakan Informasi dan
dokumentass ;
mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan
informast dan dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu |

menyimgan, mendokumentasikan, menyediakan dan member!

_ pelayanan informasi dan dokumentasi kepada pubik ;

melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik ;
melakukan up konsekuenst atas informas! dan dokumentasl
yano dikecualikan ;

melakukan pemutakhiran Informast dan dokumentasi ;
menyediakan informas dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat ;

melakukan pambinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring
atas pelaksanaan kebijakan Informasi dan dokumentas! yang
déakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu ;

melaksanakan rapat koordnas dan rapat kera secara berkala
dany atau sesuai dengan kebutuhan ;

mengesahkan Informasl dan dokumentasi yang layak untuk
dipublikasikan ;

menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentast
Pembanty dan/ atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan,
mengelola dan memelihara Informasi dan dokumentasl ;
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepads Waiikota Madiun
melalul Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana
dimaksud pada Diktum "KEDUA" mempunyal kewenangan :

menciak memberkan informasi  dan dokumentasl yang
dikecualikan sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-
uncangan ;

L A ;—3-;‘_ ——— —
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b. meminta dan memperoleh nformasl dan dokumentas! darl
Pesabat Pengelola Informasl dan Dokumentas Pembantu yang
menjadl cakupan kerjanya ;

€. mengoordinaskan pemberan pelayanan  Informasi  dan
dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi  dan
Dokumentasi Pembantu yang mestadi cakupen kerjanys ;

d. menentukan atau menetapkan suaty Informast dan dokumentasi
’vangdapatdbbsold'mblt:

e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas
Pembantuy dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat,
mengumeuikan, serta memedihara informasi dan dokumentasi
untuk kebutuhan organisast.

t Pejabat Pengelols Informasi dan  Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksaxd pada Diktum "KEDUA® mempunya tugas :
2. membantu Pejabat Pengeiol Informasi dan Dokumentas|

Utama meaksanakan tanggung  jawab,  tugas, dan
kewenangannya ;

b, menyampalkan informasi dan dokumentas! kepads Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling
sedikit 6 (enam) bufan sekall atau sesuat kebutuhan ;

¢. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasl
sesual dengan tugas pokok dan fungsinya ;

d. menjamin ketersedisan dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasl bagl pemobon Informasi secara cepat, tepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsp pelayanan
prima ;

e, mengumpulkan, mengoiah dan mengompiast bahan dan data
lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-
masing mengadi bahan Informasi publik ;

f.  menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan  Informasi  dan  dokumentas! kepada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasl Utama secara berkala
dan sesuai dengan kabutuhan,
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KEENAM : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum "KELIMA® Pejabat

Pengelola  Informasi dan  Dokumentasl Pembantu  khususaya

Sekretariat Dewan Perwakiian Rakyat Daerah bertugas untuk :

a. menyampaikan, meminta, rmengelola, menyimpan Informasl
dan dokumentasi kepads Dewan Perwsk#an Rakyat Daerah
sesual peraturan perundang-undangan ;

b, mengoordinastkan informasl dan dokumentasi kepada Dewan
Perwakiilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan

dokumentast yang dapat diakses aleh publik,

KETUJUH : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelols Layanan Informas
dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA®
dibentuk Bidang Pendukung yang terdin dari :

a. sekretarst Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi,
bertugas memberikan  dukungan administratd dan  teknis
operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianys
layanan Informasi dan dokumentas: ;

b. bidang Pengolahan Data dan Kasifikas| Informas:, bertugas
mengolah data yang disajikan sebagal Informasi dan
dokumentasi publik, melakukan kiasfikasi jenis informasi dan
mendokumentasikan Informasi yang telah dikuasal ;

¢ bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas
memberikan pelayanan informasi dan dokumentasl publik dan
mengelola mformas dan dokumentas! sesual dengan peraturan
perundang-undangan ;

d. bdang Fasitasi Sengketa Informas, bertugas melakukan
advokas dan mewaklll institusl dalam penwelesaian sengketa
nformasi,

KEDELAPAN : Segala baya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksansan

Keputusan Inl dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Madam,



KESEMBILAN : 1. Keputusan Ini mulai berfaku pada tanggal ditetapkan.
2. Dengan beriakunya Keputusan Inl, maka Keputusan Wallkots
Madiun Nomor ;| 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentast di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tdak berlaku.




LAMPIRAN I i KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 042-401.108/ 2! /2017
TANGGAL : 22 Februars 2017

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

[ PEMBINA
J
PENGARAH
SELAKU ATASAN PPID
—

TIM PERTIMBANGAN J

e

BIDANG BIDANG
PELAYANAN FASILITASI
SEKRETARIAT INFORMAS] SENGKETA
PLID DAN INFORMASI
DOKUMENTASI

———
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALTKOTA MADIUN

NOMOR : (042-401.109/ 21 2017
TANGGAL : 22 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAYT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasl Utama

Pejabat Pengelola Informasi  dan

KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS
2 3
Pembina Walikota Madiun
Pengarah selaku Atasan Pejabat | Sekretanis Daerah
Pengelcia Informasi dan
Dokumentasi
Tim Pertimbangan 1. Asisten  Pemerintahan  dan

Keluarga Berencana

6. Sekretaris Dinas Soslal,
Pemberdayaan Perempuan  dan
Perlindungan Anak

7. Sekretaris Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
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16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
17. Sekretars Dinas Perpustakasn dan
Kearsipan
18. Sekretarts Satuan Polisi Pamong

24, Kepala Sub Bagian Tata Usaha
pada Badan  Penanggulangan
Bencana Daerah

25. Kepala Bagian Tata Usaha pada
Rumah Sakit Umum Daerah

26, Kepala Sub Bagian Pengembangan |
Ctonomi  Dasrah pada Bagian
Administrasi  Pemerintahan Umuml
Sekretariat Daecah

27. Kepala Sub Bagan Dokumentasi
dan Publikas pada Bagian Hukum
Sekretariat Dasrah

Rakyat Sekretariat Daerah

29 Kepala Sub Baglan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan pada Bagian
Administrasi Pembangunan
Sekretarfat Daerah

30. Kepala Sub Bagan
Ketataleksanaan pada  Bagian
Organisasi Sekretarial Daerah '

31. Kepala Sub Bagian Protokol dan
Kepegawaian pada Bagian Umum
Sekretariat Daerah |

32. Sekretarts Kecamatan Kartoharjo

33. Sekretaris Kecamatan Mangutarjo |

34, Sekretans Kecamatan Taman

35. Kepala Sub Baglan Umum pada
PD. Ancka Usaha Xota Madiun

36, Direktur Umum pada PDAM Ttz
Taman Sari Kota Madiun

37. Kepala Sub Bagian Umum pada |
PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun
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Bidang Pendukung
2. Koordinator

b. Anggota

2. Bidang Pengolahan Data dan
a. Koordinator

b, Anggota

3
38, Lurah Oro-Oro Ombo
39, Lursh Sukosar
40, Lurah Kegen
41, Lurah Rejomulyo
42, Lurah Pangbango
43, Lurah Tawangreio
44, Lurah Kanigoro
45, Lurah Kartoharjo
46, Lurah Kelun
47, Lurah Manguharjo
48, Lurah Sogaten
49, Lurah Patihan
50, Lurah Ngegong
5%, Lurah Wincoga
52, Lurah Madiun Lor
53, Lurah Pangongangan
Lurah Nambangan Lor
Lurah Nambangan Kidul
Lurah Mojorejo
Lurah Pandean
Lurah Banjarejo
Lurah Kuncen
Lurah Manisrejo
61, Lurah Kejuron
62. Lurah Josenan

63, Lurah Demangan
64, Lurah Taman

SBBIRRL

Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan pada Cinas Komunikasé dan
Informatika

1) Kepaia Seksi Pengeiclaan Informasi
dan  Statistik pada Dinas
Komunikas! dan Informatiia

2) ﬁm Sub Bag@an Perencanaan

Kepegawaan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika

Kepala Bidang Pengelolaan Teknologl

Informasi dan Komunikasi pada Dinas

Komunikas dan Informatika

1) Kepala Seksi Layanan Aplikas! dan
Tata Kelala Pemerintahan
Elektronik pada Déinas Komunikasi
dan Informatika

2) Kepala Seksi Pengelolaan
Infrastruktur  Teknologi  Informasi
dan Komunikas dan Persandian
pada Dinas Xomurikasi dan
Informatiica




4. Bidang Faslitasi Sengketa
Informasi
a. Koordinator

b. Anggota

Kepala Bidang Pengelolaan  Informast

dan  Komunikass Pubiik pada Dinas

Komunékasi dan Informatka

1) Kepala Seks! Pengeloiaan
Komunkasi Publik pada Cinas
Komunikasl dan Informatika

2) Kepala Seksi Pengelolaan Media
Publik pada Dinas Xomunikasl dan
Informatika

 Kepala Bagian Hukum  Sekretariat

| Daerah

1) Kepala Sub Bagian Penyuluban dan
Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretarfat Daerah

2) Kepala Seksi Pengembangan
Sumber Daya Teknologl Informasi




